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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Kota Sawahlunto Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Deri Asta, S.H., dan Desni Seswinari, 

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

	Pokok Perkara
	:
	Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto  Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024. 

	Amar Ketetapan
	:
	1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. [bookmark: _GoBack]Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

	Tanggal Ketetapan
	:
	4 Februari 2024

	Ikhtisar Ketetapan
	:
	

	Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 50/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, Nomor Urut 2.  Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Riyanda Putra, S.I.P., dan Jeffry Hibatullah dalam pemilihan kepala daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024, dan membatalkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024.
Terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang hadir menyatakan sebagai kuasa hukum yang baru yang ditunjuk Prinsipal untuk menggantikan kuasa hukum yang lama sebagaimana tercantum dalam Permohonan. Pemohon juga mengajukan permohonan pencabutan/penarikan perkara a quo. Berkenaan dengan adanya permohonan pencabutan/penarikan perkara dimaksud, Mahkamah telah memerintahkan untuk menghadirkan Prinsipal dalam Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 21 Januari 2025 dengan agenda “Konfirmasi Penarikan Permohonan dan/atau Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu”, sekaligus Mahkamah juga melakukan konfirmasi terhadap surat penarikan, namun telah ternyata baik Kuasa Hukum maupun Prinsipal yang dimaksudkan tidak hadir, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi. Oleh karena itu, terhadap ketidakhadiran Kuasa Hukum dan Prinsipal tersebut dinilai oleh Mahkamah sebagai bukti akan kebenaran adanya penarikan/pencabutan Permohonan dimaksud dan Mahkamah menilai terhadap perkara a quo tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi ke tahapan persidangan berikutnya;
Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang menyatakan:
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
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